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ABSTRAK - bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum vyang tertib dan terpadu dalam penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab serta untuk
memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum
yang dibutuhkan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu melakukan pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2
Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi
sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3);
UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 65
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun
2023; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Permen PPPA No. 4 Tahun
2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun
2023.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut JDIH
Kemen PPPA adalah pengelolaan dan pendayagunaan bersama atas
Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, yang merupakan pedoman dalam
pengelolaan dan pendayagunaan JDIH Kemen PPPA.

Organisasi JDIH Kemen PPPA terdiri atas:
a. pusat JDIH Kemen PPPA yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kemen
PPPA melalui biro yang membidangi urusan hukum.
b. anggota JDIH Kemen PPPA yang terdiri atas:
1) biro pada Sekretariat Kemen PPPA;
2) asisten deputi yang membidangi urusan perumusan kebijakan;
3) sekretariat deputi; dan
4) inspektorat.
Standar pengelolaan JDIH Kemen PPPA dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar
pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.



Catatan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni
2024

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun
2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Lamp. : 9 him.



